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BABIV 

PENUTUP 

1. 	 Kesimpuian 

Dari pembahasan bah-bah sebehmmya, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan, yaitu : 

Pertama, Dalam infonned consent, seoraog pasien yang dimiota mrtuk 

memberikan persetojuan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan oleh 

dokter terhadapnya, terlebih dahulu pasien ito harus mendapatkan suatu penjelasfttl 

atau informasi yang cukup mengenai tindakan medik ap~ yang akan dilakukan oleh 

dokter tersebut, berikut berb88ai altematif maupun konsekuensinya. 

Kedua, 	 Berkaitan dengan hubungan antara (dokter dengan pasien, maka 
;,. 

Barana kontrak terapeutik adalah sebagai alat bukti yang efektif bagl 

pertanggungjawaban, baik b88i pasien dan dokter dalam tanggunggugatnya. Sarana 

terapeutik juga sebagai sarana yang mempunyai arti penting bagi bubungan ant.ara 

pasien dan dokter dalam upaya penyembuhan serta penyelesaian perselisihan 

mereka Seharusnya kontrak terapeutik dibiasakan berlakunya sebingga biaa 

membudaya dalam kehidupan pasien. karena kontrak terapeutik dapat memberikan 

rasa ketenangan, keadilan dan kepastian b88i kedua pihak. 

Ketiga, Dalmn hubungan antara dokter dengan pasien, melahirkan sualu 

perjanjian, bruk secara tertulis maupun lisan. Berkaitan dengan pembuktian, agar 
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peJjaojiao yang dituangkan secara lisan tdak lemah kekuatan bukumnya, ma1m 

diperlubn paling sedikit dua onmg saksi sebagai alat bukti yang lain. 

Keempat, Di dalam undang-undang no. 23 taboo 1992 tentang ke,ie!witr..\L 

banya mengatur bul-hal yang bersifat pokok dan mendasar. Uotuk itu masih perlu 

pembentukan penlturan pelaksanaan, antara lain dalam bentuk peraturan 

pemerintah yang merupakan penjabaran dgri lDldang-lDldang. NamUll pernturan 

pemerintah tidak mungkin mengatur nonna yang kabur dari lUldang-lUldsng. ol~l~ 

mna itn lDlclang-lDldang tersebut perlu ditinjau kembali, karena lDldang-undal1g 

tersebut dijadikan sebasai salah saiu dasar acuan dalam tanggllng gugm doktl:i 

pelaku malpraktek. 

Kelima, Tanggtmg jawab di bidaog bukmn perdata dalam malprnktek 

muncul dalam bentuk tanggung gugat, yang memungkinkan tenaga. kesebatan ito dl 

gugat di baclapan pengadilan karena perbuatannya. Ougatan akibat adanya 

malpraktek dokter bisa dalam bentuk: gugatan berdasarkan waoprestasi 

maupun gugatan berdasarkan perbuatan melanggar bukum. Di samping itu pasi(~n 

dapat pula mengaJukan gugatan berupa penl9YU8Il pennobonan kepada lembaga 

Mi\ielis Disiplin Tenaga Kesehatan. 

Keenam, , Medical record yang pelaksanaan dalam praldeknya di 

Indonesia, selama ini belum sesuai dengan timgsinya, yai1u merekmn atau 

menuliskan sagala aktivitas yang berhubungan denpI tindakan medie, yang 

dilakukan oleb tenaga kesebatBn selama melakukao kfgiatBD tersebut. Biuanya 
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dalam medical record tersebut banya dituliskan mengenai IamjlD1g8D dokter, obat 

yang diberikan, substansinya belum lengkap seperti yang seharusuya. Untuk itu, 

medical record perlu ditingkatkan menjadi semacam doeubook yang di dalallillYu 

ditulis lengkap dan rinei mengenai segala kegiatan tenaga kesehatan dahun 

melakukan tindakan media. 

Ketujuh, Dengan adanya undang-undang yang barn, yaitu undmlg-l.IDdaog 

no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan kODSWDEm, maka deogan menjadikan 

mdang-undang iersebut sebagai dasar hukum., kini dapal diupayakan arla!r~ H 

perlindungan hukum bagi si pasien dalam menerima pelayanan medis dari dokter 

sebagai kewajiban dari dokter dalam melakukan upaya pmyembuban . - \ 

. ~~~~~'0~-'--- \ 

\ 1'1 ~'., \l' • ": t l ' 

\ "~ . '\ \,.\ '.2. Sara. \ t,lt'>i\"'.i ~ \' V. ,\ 'r. ' " 
\ ... ) '.-, 

Agar keadilan dapat ditegakkan dalam menyele8~ malprukld~ 

yang terjadi, maka perlu pembentukan undan,g-mdan,g yang seeara khlL~US 

mengatur mengenai malpraktek. sebingga terb.adap 1 pelaku malpraktek bisll 

diberikan tindakan yang tegas. Dan terhadap berlakunya undang-undang y~,m~ I" 

ada, yang berkaitan dalam penyelesaian kasus malprakte~ hams bisa ditcgakL"-,l 

dan dilaksanakan, demi tercapainya keadilan. 

Dalam hal pembuktian teljadinya malpraktek, terutama maJpraktek dokler, 

maka sebaiknya medical record ditingkatkan :fungsinya menjadi se-macam 

doeubook Dalam docubook terdapat keterangan yang jelas dan rinei mengemu 
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keadaao pasien saal telab menyatalam persebguanoya untuk di rawat, sRal 

pengobatan, sampai konsekuensi yang barns diterima 8~telab menjalani opera.<;l, 

secara tertu1is, sehingga biBa dijadikan alai buldi yang kuat apabHa dokt: 

melakukan kesalahan yang dikategorikan dalmn malpraktek sebagai tanggung 

gugat dokter yang bersangkutaa 

Dengan telah terbentuknya Majelis Disiplin Tenaga Kesebat81l. yang dinUlf 

dalam Keputusan Presiden RI No. 56 tahun 1995, males sebaiknya daj 

pra1delmya, anggota-anggota MDTK yang terdiri dari smjana hukuDl, abl! 

kesebatan, shli agama, ahli psikologi dan ahli sosiologi ,dapat melaksanakan tugm 

yang telah dipercayakan kepada mereka, schingga dapat memberi.lrnn peu;laJl1n, 

yang obyektif alas ada atau tidale adanya kesalahan atau kela1ai8ll dalam penerapan 

sfandar profesi kedokteran. Karena apabila tugas mereka dilaks8l1akan dang-dll 

sebaik-bailmya, mska basil dari tugas tersebut bisa dijadikan sebagai I1Jat hukh 

dalam pengajuan gugatan akibat adanya malpraktek dok:ter. Yaitu dijadiknn 

sebagai aIat bukti yang berbentuk kesaksi8ll dari saksi abli. 

Telah terdapat beberapa peraturan penmdang-mdaogan yang berkaitan 

dengan penyelesaian kasus malpraktek, juga terdapatnya undang-undang no.') 

tahtID 1999 tentang perlindungan konswnen sebagai undaog-tmdang yang baIl!, 

seharnsnya dapul. ditegakkan pengaturan dan pelaks8l1ammya. Hal tersebut 

dibarapkan sebagai upaya penegakan keadilan dan kepasti8l1 bula.m terhadap pihak 

yang merasa dirugikal1. 
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Mengingat demikian banyaknya kasus-kasus di bidang kedokterall Y3.'n;;C 

merugikan masyarakat, dalam hal ini adaJah pihak pasien, maka diperluknH 

koordinasi yang lebih efektif antara lembaga yang bergerak di bidang profe::;; 

kedokteran agar blgas dan kewajiban yang mulia itutidak demikian Baja nmdah 

dicemari oleh sikap dan perbuatan yang tidak bertBDggImg jawab, sehingga tenaga 

kesehatan dalam menjalankan tindakan medilmya lebih berhati-hati dan seSUai 

dengan standart profesinya. 
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